IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI PADA SMK DALAM MERESPON PERUBAHAN BIDANG KETENAGA KERJAAN
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PENDAHULUAN
Pendidikan kejuruan di Indonesia mengalami perubahan pada kompetensi lulusannya (SKL). SMK bertujuan menyiapkan peserta didik untuk bekerja di dunia kerja, namun saat ini lulusan SMK harus memiliki tiga kemampuan yang berbeda, yaitu bekerja, melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, atau berwirausaha. Dengan demikian perlu upaya perubahan konsepsi dasar dan strategi pembelajarannya untuk memenuhi tiga kebutuhan kompetensi tersebut. Dengan demikian karakteristik pendidikan kejuruan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia saat ini adalah pendidikan yang mampu (a) mengembangkan kemampuan kejuruan secara profesional untuk mampu bekerja; (b) mengembangkan kemampuan intelektuan akademik untuk siap melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan (c) mengembangkan kemampuan berwirausaha agar siap membuka usaha untuk dirinya dan orang lain.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah SMK menjadi 70% dibanding SMK yang 30% mengandung konsekuensi derivatif yang besar, terutama pada besarnya anggaran sekolah kejuruan, sementara kemampuan negara dalam menyediakan anggaran terbatas. Oleh karena itu sekolah kejuruan tidak hanya memerlukan perubahan tingkat praktis di lapangan, tetapi pada tingkat paradigma. Perubahan paradigma memiliki arti perubahan mendasar yaitu meliputi dasar konseptual dan filosofi dari pendidikan kejuruan di Indonesia.
Dunia kerja memerlukan tenaga kerja yang profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang kejuruannya dan sifat-sifat lain yang diperlukan dalam kesuksesan dalam bekerja. Kompetensi tinggi akan menghasilkan produk berkualitas dan pekerja yang memiliki komitmen dan tanggungjawab baik dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
Lulusan sekolah kejuruan yang profesional bisa dicapai dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). KBK memerlukan standar kompetensi untuk bidang kejuruan tertentu. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi di dunia kerja. Pendidikan berbasis kompetensi kemampuan lulusan harus terukur sesuai dengan standar kompetensi. Tuntutan bahwa pendidikan harus mengembangkan kemampuan dalam hal kejujuran, komitmen dan tanggungjawab, kemampuan berpikir terus bergulir. Sekolah harus mampu mengembangkan peserta didik menghadapi dunia yang berkembang pesat sehingga sekolah harus menyiapkan peserta didik memiliki kemampuan adaptif dan kreatif. 
Ada tiga arus utama teori belajar yaitu behaviorisme, kognitivisme, and konstruktivisme. Teori behaviorisme terdiri dari tiga teori dalam keluarga teori behavioristik, yaitu koneksionisme, bahaviorisme, dan reinforcement (penguatan). Koneksionisme adalah teori belajar yang berdasarkan pada koneksi dari berbagai elemen sistem syaraf yang menyebabkan munculnya suatu tingkah-laku. Thorndike yang mengembangkan teori ini dengan mengenalkan tiga macam hukum belajar, yaitu hukum akibat, hukum kesiapan, dan hukum latihan (exercise). Hukum akibat adalah “strengthening or weakening of a connection based on the consequences brought about by the connection”. Kuat dan lemahnya koneksi berdasarkan pada kosekuensi yang diakibatkan oleh koneksi itu. Selanjutnya adalah hukum kesiapan (readiness) yaitu kecenderungan syarat bekerja atau melaksanakan agar supaya koneksi dapat dilakukan. Selanjutnya adalah hukum latihan (law of exercise). Hukum ini terkait dengan tingkah laku pengulangan dari koneksi yang yakin dengan prinsip “practice makes perfect”.
	Di Indonesia pendidikan berbasis kompetensi menemukan mementumnya pada akhir tahun 1970 an dan awal 1980 an, karena pemeritah menyediakan biaya yang cukup untuk melengkapi alat/mesin dan menyediakan biaya praktik kejuruan. Pelatihan dan pendidikan berdasarkan kompetensi atau Competency Based Training (CBT) sudah digunakan dan dikembangkan di negara-negara maju antara lain Jerman, Inggris, Amerika, Kanada, Selandia Baru dan Australia. Australian Team Leader (ATL) (2000) menjelaskan bahwa CBT adalah pelatihan yang didasarkan akan hal-hal yang diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang di tempat kerja. 
Konsep tentang pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi dalam pendidikan kejuruan pada awalnya dikemukakan oleh Kornhauser (1922) seperti yang dikutip oleh Harris, Guthrie, Hobart dan Lundberg (1996) yang mengemukakan empat prinsip pelatihan magang yang selanjutnya diakui sebagai dasar pengembangan konsep pendidikan dan pelatihan berdasarkan kompetensi yaitu: (a) perkembangan program magang ditentukan oleh kemampuan yang ditunjukkan di tempat kerja, (b) kemahiran diukur dengan tes kompetensi dan ujian lesan yang dilakukan oleh supervisor, dan (c) siswa memiliki buku manual yang berisi tes untuk bidang pekerjaan tertentu, (d) kriteria pencapaian ditentukan sebelumnya, sehingga dapat menstimulasi peserta pelatihan dan memberikan arah pada program pelatihannya.
Glaser (1962) mengatakan bahwa jika produk belajar dapat ditentukan, maka dalam proses belajar siswa dilatih untuk mampu melakukan pekerjaan mencapai produk tersebut. Gagne (1962) menggunakan analisis tugas untuk merancang program pelatihan sebagai cara yang efektif untuk mengajari siswa untuk mengembangkan keterampilan motorik, dan keterampilan yang lebih tinggi seperti pemecahan masalah. Victorian State Training Board seperti yang dikutip oleh Harris dkk. (1995) mengemukakan enam kriteria pendekatan kompetensi yaitu; (a) hasil pelatihan harus memenuhi kompetensi yang diperlukan dunia kerja, (b) kurikulum merupakan jalur yang jelas yang harus ditempuh oleh peserta didik, (c) pembelaran “learner centered”, (d) penilaian meliputi penilaian siswa terhadap pencapaian standar kompetensi, kompetensi di luar pelatihan, dan kompetensi yang diperoleh di tempat kerja, (e) rekaman perkembangan akuisisi kompetensi, (f) perlu pengakuan dan bukti pengakuan terhadap penguasaan kompetensi.
Model pendidikan berbasis kompetensi memiliki beberapa komponen model yaitu dasar filosofi, komponen kurikulum, pembelajaran, asesmen pembelajaran, uji kompetensi, dan sertifikasi. Filosofi pendidikan kejuruan perlu dikaji dengan seksama dan ditetapkan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran dan penilaian. Model pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan berbasis kompetensi karena akan menentukan isi dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pembelajaran dalam pendidikan berbasis kompetensi memiliki karakteristik yang spesifik oleh karena perlu dikembangkan model asesmen. Lulusan pendidikan kejuruan yang berbasis kompetensi memerlukan uji kompetensi untuk mengetahui apakah kompetensi lulusan memenuhi standar dunia kerja atau belum. Model berikutnya adalah model sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses penghargaan terhadap apa yang telah dicapai oleh siswa yang berupa sertifikat yang merupakan bukti pengakuan tersebut.
Brolin (1989) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk berfungsi secara independen dalam kehidupan. Definisi ini nampak lebih menekankan pada pengembangan kemandirian anak. Pengertian ini menunjukkan bahwa pendidikan kecakapan hidup adalah kecakapan yang diperlukan untuk bekerja dan untuk penguasaan dari konsep-konsep dasar keilmuan yang diperlukan agar mampu meneruskan ke jenjang akademis. Definisi yang lebih pragmatis diberikan oleh Tim BBE (2002) yaitu kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa  merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.
	Meskipun terdapat perbedaan dalam pengertian kecakapan hidup, namun bisa dikenali esensinya, yaitu bahwa kecakapan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk mampu hidup secara mandiri di masyarakat yang terus berkembang dan mampu menjalankan kehidupan itu dengan sukses dan bahagia.
Tim BBE Depdiknas (2002) memberikan lima bidang life skills yaitu self awareness (kecakapan mengenal diri), thinking skills (kecakapan berpikir), social skills (kecakapan sosial), academic skills (kecakapan akademik), dan vocational skills (kecakapan vokasional). Pengertian tentang kecakapan mengenal diri (self awareness) disampaikan oleh Goleman (1998) yang diterbitkan pada http://www.eiconsortium.org/research/emotinal_competence_framework.htmbahwa self awareness meliputi tiga hal yaitu: emotional awareness (kesadaran emosi) yang berarti mengakui emosi seseorang dan akibatnya. Yang kedua adalah accurate self-assessment (penilaian diri secara akurat) yang artinya mengetahui kekuatan dan keterbatasan dirinya. Yang ketiga adalah self-confidence (percaya diri), yaitu suatu kepastian tentang kemampuan dan harga dirinya.
Forgas (1985: 186) menyatakan bahwa banyak penelitian menunjukkan,  semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap dirinya, maka orang tersebut akan cenderung semakin mematuhi hukum dan norma-norma masyarakat, tingkah lakunya strategis dan bisa diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain seseorang yang mampu mengenal dirinya, kelemahan dan kekuatannya akan mampu mengembangkan dirinya. 
 “Thinking is a mental process by which students make sense out of experience” (Beyer, 1987). Berpikir merupakan proses mental pada saat seseorang mencoba memahami pengalaman belajarnya. Menurut Tim BBE (2002) kecakapan berpikir meliputi: (1) kecakapan menggali dan menemukan informasi (information searching), (2) kecakapan mengolah information dan mengambil keputusan (information processing and decision making skills), serta (3) kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (creative problem solving skills). 
Reid (1993) menyatakan bahwa kecakapan berpikir tingkat tinggi dapat digolongkan menjadi dua yaitu berpikir kreatif dan berpikir kritis. Peserta didik sekarang akan terlibat dalam pekerjaan atau karir yang melibatkan kecakapan pemecahan masalah secara kreatif. Berpikir kreatif meliputi cara berpikir konvergen, proses berpikir tingkat tinggi (higher order thinking), dan pengembangan berbagai bakat dan kemampuan. Sedangkan berpikir kritis merupakan upaya yang konsisten untuk menguji bukti yang mendukung suatu keyakinan, solusi, atau kesimpulan sebelum diterima menjadi suatu kebenaran.
Selanjutnya Beyer (1987) mengemukakan kecakapan berpikir yang lebih luas dengan menyatakan bahwa “major thinking operations include evaluation and analysis, critical thinking, problem solving, synthesis, application, and decision making”. Pengertian ini menjelaskan bahwa kecakapan berpikir dapat meliputi kecakapan berpikir evaluasi, analisis, berpikir kritis, pemecahan masalah, sintesis, aplikasi, dan pengambilan keputusan. Keberhasilan dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan self-esteem seseorang, khususnya bagi peserta didik.
Kecakapan sosial (social skills) mencakup: (1) kecakapan komunikasi dengan empati, dan (2) kecakapan bekerjasama, berempati, sikap dengan penuh pengertian. Seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan bahwa berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik, akan menumbuhkan hubungan yang harmonis (Tim BBE, 2002: 8). Goleman (1998) juga memberikan pengertian tentang kecakapan sosial (social skills) yang meliputi kecakapan mempengaruhi, kecakapan berkomunikasi, kecakapan kepemimpinan, kecakapan sebagai katalisator perubahan, kecakapan dalam manajemen konflik, kecakapan membangun hubungan, kecakapan bekerjasama, dan kemampuan sebagai bagian dari suatu tim.
Kecakapan akademik adalah kecakapan yang mampu menguasai esensi dari setiap bidang studi dan secara sistematis maupun sistemik mengaplikasikan dalam kegiatan ilmiah. Tim BBE (2002) menyatakan bahwa kecakapan akademik yang merupakan kecakapan yang terkait dengan bidang keilmuan atau yang bersifat akademik yang mencakup antara lain kecakapan melakukan identifikasi variabel, kecakapan menjelaskan hubungan antara variabel, merumuskan hipotesis, dan kemampuan merancang penelitian serta melaksanakan penelitian. Pengertian di atas harus dibaca sebagai kecakapan dalam berpikir ilmiah, menggunakan logika, berpikir induktif dan deduktif, kemampuan memecahkan masalah dan berpikir sistemik. Karena kemampuan merancang suatu penelitian melibatkan berbagai kecakapan berpikir.
Kecakapan vokasional disebut juga kecakapan kejuruan, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas baik dalam dunia kerja maupun untuk hidup kesehariannya. Dalam pendidikan kejuruan, kecakapan vokasional merupakan kecakapan yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah kejuruan. Hal ini karena di SMK seorang peserta didik sudah diarahkan kepada suatu bidang kejuruan tertentu. 
Pengembangan kecakapan vokasional dalam perspektif pendidikan karir  bisa dibagi beberapa tahapan. Menurut Slamet PH (2002: 12) tahapan itu dimulai dari career awareness, career orientation, career exploration, career preparation, career planning, sampai pada career development perlu dikenalkan kepada semua peserta didik. Tahapan-tahapan ini pada dasarnya memberikan pengenalan pada suatu kehidupan masyarakat kepada siswa agar mempunyai wawasan yang luas tentang dunia kerja maupun dunia kemasyarakatan. Tahapan ini implementasinya disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Misalnya untuk tahapan career awareness (kesadaran terhadap karir pada tingkat TK dan SD; Tahap orientasi karir (career orientation) diberikan pada sekolah tingkat SLTP; Tahap career preparation untuk SMU/SMK dan sebagainya. 
Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan kejuruan berbasis kompetensi dan berorientasi kecakapan hidup adalah pendidikan kejuruan yang mengembangkan profesionalisme dan sekaligus mengembangkan kecakapan-kecakapan generik lain seperti kecakapan mengenali diri, berpikir, dan kemampuan sosial sehingga mereka akam mampu berkembang.
Agar mampu hidup dalam dunia yang berubah cepat karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seseorang perlu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Sebagai jawabannya, perlu ada upaya-upaya pendidikan yang memanusiakan manusia (hunamisasi) dan tidak hanya berorientasi mata pelajaran.
	Program kegiatan yang dilakukan oleh pendidikan kejuruan adalah melatih peserta didik untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia bisnis dan industri. Perkembangan sosial masyarakat Indonesia berbeda dengan negara-negara maju, sehingga konteks dunia bisnis dan industrinyapun berbeda. Kurikulum berbasis kompetensi untuk pendidikan kejuruan di Indonesia masih relevan untuk mengejar ketertinggalan dalam dunia industri dan untuk itu memerlukan pendidikan dengan menggunakan sistem-sistem terstandarisasi. Meskipun begitu peserta didik harus juga disiapkan untuk hidup pada era perubahan teknologi yang cepat, yang setiap saat dapat berdampak pada perubahan struktur pekerjaan yang ada. Hal ini menuntut pendidikan kejuruan merubah orientasi pendidikannya dalam menyiapkan sumber daya manusia, yaitu dengan tidak hanya melatih peserta didik menguasai suatu keterampilan kejuruan tertentu, tetapi lebih dari itu, yaitu harus menyiapkan mereka untuk memiliki daya adaptasi yang baik. 
Peran dan fungsi yang tepat dari pendidikan kejuruan adalah membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi kritis, dan kemampuan berpikir yang tinggi disamping memberikan pengetahuan dan keterampilan teknik yang praktis. Kemampuan semacam ini diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat sosio budaya yang mampu berfikir reflektif dan kritis serta emansipatif, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. 
Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan sebaiknya selain menyiapkan peserta didik dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan harus juga memenuhi kebutuhan akan pendidikan bagi peserta didik dalam  berkembang secara maksimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik secara maksimal, praktik-praktik pendidikan kejuruan yang pada umumnya mengikuti model berpusat pada guru menjadi model yang lebih berpusat pada murid. Aspirasi idealisme seperti yang dijelaskan sebelumnya akan dapat mewadahi kebutuhan peserta didik dan dapat mengembangkan manusia seutuhnya.
Perubahan orientasi pendidikan merupakan keniscayaan karena masyarakat terus berubah. Sayling Wen (2003) menyatakan bahwa perubahan dalam kualitas pendidikan masa depan antara lain: (1) perubahan dari pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan menjadi  pengembangan ke segala arah yang seimbang, (2) dari pembelajaran bersama yang disentralisasikan menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan yang didesentralisasikan, (3) dari pembelajaran yang terbatas pada tahapan pendidikan menjadi pembelajaran seumur hidup dan (4) dari pengakuan diploma menjadi pengakuan kekuatan-kekuatan nyata. Dengan demikian, akan terjadi perubahan kualitas tenaga kerja yang mampu bekerja di dunia kerja yang selalu berubah.
Dinamika perubahan yang sangat dinamis itu harus selalu dicermati, dipantau, dan dijadikan rujukan dalam mengembangkan pendidikan kejuruan, terutama dalam menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Hal itu juga merupakan upaya untuk menjaga sustainabilitas pendidikan kejuruan di tengah arus perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berdampak langsung kepada tuntutan pengetahuan, sikap,dan keterampilan lulusannya. Sejak Tahun 1993 Pemerintah dalam hal ini melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah memperkenalkan kebijakan link and match, dimana kebijakan ini dioperasionalkan dalam bentuk Pendidikan Sistem Ganda (PSG), (Wardiman, 1998).
	Pendidikan kejuruan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia kerja yang ada. Pengembangan tenaga kerja yang marketable dilakukan oleh pendidikan kejuruan berdasarkan kebutuhan pasar (demand driven) melalui peningkatan kompetensi lulusan. Selain itu Pendidikan kejuruan lebih dekat dengan kebutuhan sektor industri dan mengarah kepada pemberian solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan dalam memasuki era perdagangan bebas yang menuntut kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu kompetensi menjadi hal yang sangat penting agar para lulusan dapat diserap di dunia kerja/industri. Berdasarkan Kepmendiknas No.045/U/2002 kurikulum pada perguruan tinggi adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Karena itu kompetensi adalah sentral yang harus dibangun dalam pendidikan kejuruan termasuk bagaimana penetapan dan  bagaimana pengukuran kompetensinya.
Selama ini standar kelulusan yang diberlakukan oleh lembaga pendidikan adalah standar yang dibuat oleh BSNP (BSNP di bawah Kementrian Pendidikan Nasional) sedangkan dunia usaha/industri (Dudi) memiliki standar kompetensi kerja SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang dikembangkan oleh Kementrakens, sehingga kedua standar tersebut harus dipertemukan untuk menghidari “mismach” antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Uji kompetensi pada lembaga pendidikan yang telah berlangsung dan memberikan sertifikat yang diakui oleh kalangan industri sampai saat ini baru berlangsung pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada pendidikan vokasi setara program Diploma 3, uji kompetensi ini belum dilakukan secara terpadu dan masih beragamnya perumusan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan program diploma 3. Hal ini disebabkan karena belum adanya standarisasi kompetensi program D3 baik antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia kerja maupun antara lembaga pendidikan vokasi yang memiliki program diploma 3.
Dengan demikian uji kompetensi pada pendidikan vokasi perlu untuk dikembangkan dengan harapan: Memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia kerja untuk menghindari missmatch dan under qualified,  memuat tentang skill yang dibutuhkan dimasa mendatang (the future skill), serta terdapat standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan vokasi.
Penilaian kompetensi secara komprehensif harus mengarah kepada kompetensi lunak (soft-competence) dan keras (hard-competence). Kompetensi lulusan SMK  dengan demikian memiliki arti kemampuan atau kecakapan kerja lulusan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melakukan suatu pekerjaan, yang pengukurannya menggunakan acuan tertentu (criterion-referenced).
Konsekuensi dari penerapan pembelajaran berbasis kompetensi adalah bahwa penilaian hasil belajarnya juga harus berbasis kompetensi (Competency-based Assessment /CBA). Menurut Depdiknas, 2004, tujuan penilaian hasil belajar berbasis kompetensi antara lain: (a) menyediakan acuan atau referensi penilaian hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan kurikulum SMK berbasis kompetensi (Competency-based curriculum), (b) meningkatkan mutu pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik baik yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah dan di industri, maupun yang berkaitan dengan penilaian penguasaan kompetensi, (c) mengembangkan model penilaian berbasis kompetensi (competency-based assessment) yang dalam pelaksanaannya melibatkan unsur internal dan eksternal yang relevan. Penilaian hasil belajar dalam sistem pembelajaran kompetensi pada dasarnya merupakan proses penentuan untuk memastikan peserta didik dalam penguasaan kompeten. Penentuan tersebut dilakukan dengan cara membendingkan bukti-bukti hasil belajar (learning evidences) yang diperoleh seorang peserta didik dengan kriteria kinerja (performance criteria) yang ditetapkan pada standar kompetensi (Depdiknas, 2004).
Karakteristik model pendidikan berbasis kompetensi Gonczi (1998: 38), di antaranya: (a) adanya daftar kompetensi yang terdokumentasikan disertai dengan standar dan kondisi khusus untuk masing-masing kompetensi; (b) setiap saat siswa dapat dinilai pencapaian kompetensinya manakala telah siap, (c) pembelajaran menggunakan modul yang berkaitan dengan masing-masing kompetensi, (d) penilaian berdasarkan standar kompetensi, (e) penilaian berdasarkan kinerja, (f) siswa mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki, (g) hasil belajar siswa dicatat dan dilaporkan dalam bentuk pernyataan kompetensi
Guru harus mengajar murid-muridnya berdasarkan pada teori-teori belajar. Ada tiga arus utama (meanstreams) teori belajar yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori behaviorisme juga disebut teori asosiasi yang terdiri dari tiga teori dalam keluarga teori behavioristik, yaitu koneksionisme, bahaviorisme, dan reinforcement (penguatan). Koneksionisme adalah teori belajar yang berdasarkan pada koneksi dari berbagai elemen sistem syaraf yang menyebabkan munculnya suatu tingkah-laku. Thorndike yang mengembangkan teori ini dengan mengenalkan tiga macam hukum belajar, yaitu hukum akibat, hukum kesiapan, dan hukum latihan (exercise). Hukum akibat adalah “strengthening or weakening of a connection based on the consequences brought about by the connection”. Kuat dan lemahnya koneksi berdasarkan pada kosekuensi yang diakibatkan oleh koneksi itu. Selanjutnya adalah hukum kesiapan (readiness) yaitu kecenderungan syarat bekerja atau melaksanakan agar supaya koneksi dapat dilakukan. Selanjutnya adalah hukum latihan (law of exercise). Hukum ini terkait dengan tingkah laku pengulangan dari koneksi yang yakin dengan “practice makes perfect”. Program pelatihan agar anak memiliki keterampilan baik manual, intelektual maupun berpikir mengikuti prinsip dari teori behaviorisme. 
Kognitivisme secara umum mempunyai pengertian bahwa melalui interaksi dan perkembangan kognisi diri seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan terkait pada bagaimana pebelajar mengetahui dan bagaimana menggunakan cara yang efektif dan efisien menurut teori pengolahan informasi. Berikut gambar alur dari proses pengolahan informasi pada teori kognitivisme.                                                     
 (
Memori Jangka Pendek
Memori Kerja
)              
1.  (
Perhatian & pengenalan pola
) (
receptors
) (
Stimulasi dalam lingkungan
 belajar
) (
Proses Sensor:
visual
 audio
) (
Memori Jangka Panjang
) (
Encoding retrieval
)                                                                           
2.         
3.                                       
4. 

                                                 
 (
lupa
)                                            
 (
lupa
)          		                        
                                                                                  

Gb. 1. Model Pengolahan Informasi pada Manusia
(Adaptasikan dari McCown & Roop, 1992:213)


Lingkungan belajar merupakan sumber informasi dari sistem pengolahan informasi. Reseptor menerima informasi dari hasil perekaman melalui kegiatan melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mengecap. Hasil yang ditangkap oleh receptor kemudian di tangkap oleh prosesor untuk diolah namun tidak semua informasi bisa diproses karena ada yang hilang melalui peristiwa lupa. Informasi yang mendapatkan perhatian pebelajar masuk ke memori jangka pendek (MJPd). Informasi yang sampai pada MJPd ada kemungkinan hilang, tetap di simpan di memori jangka pendek, memancing respons, atau ditransfer melalui proses elaborasi pada memori jangka panjang (MJPj). Informasi yang tersimpan pada MJPj dapat tetap di MJPj masuk lagi ke MJPd melalui proses penarikan kembali (retrieval).
Teori belajar konstruktivisme memiliki akar filosofi subjektivisme dan relativisme, suatu konsep yang menganggap bahwa realitas terpisah dari pengalaman dan hanya dapat diketahui melalui pengalaman dan menghasilkan realitas yang khas secara personal (Doolitle & Camp, 1999). Teori konstruktivisme mendasarkan pada empat prinsip utama dari von Glasserfeld (1989:182), yaitu “knowledge is not passively received but actively built up by the cognizing subject” dan “the function of cognition is adaptive and serves the organization of the experiential world,  not the discovery of ontological reality”. Von Glasserfeld akhirnya menambah lagi dua prinsip dari konstruktivisme, yaitu “cognition organizes and makes sense of one’s experience, and is not a process both in biological/neurological constructivism, and in social, cultural, and language-based interactions (von Glasserfeld, 1998). Berdasarkan empat prinsip ini, kemudian teori konstruksi berkembang.
Ernest (1994) mengidentifikasi jenis-jenis konstruktivisme menjadi empat, yaitu konstruktivisme teori pengolahan informasi, konstruktivisme trivial, konstruktivisme radikal, konstruktivisme sosial. Teori pengolahan informasi termasuk konstruktivisme karena menerima prinsip pertama dari von Glasserfeld dan oleh Doolitle & Camp disebut konstruktivisme kognitif.  Konstruktivisme trivial menerima prinsip pertama tetapi menolak prinsip kedua dengan eloborasi bahwa proses pengolahan informasi merupakan kegiatan membangun pengetahuan melalui sistem electro-chemical nerve. Konstruktivisme radikal menyandarkan pada empat prinsip konstruktivisme dari von Glasserfeld. Fungsi kogntif adalah adaptif dan melayani organisasi dunia pengalaman, bukan menemukan realitas ontologis. Selanjutnya ada bentuk lain, yaitu konstruktivisme sosial, yang berpendapat bahwa pengetahuan selalu terjadi di dalam konteks sosio cultural, “Truth is not to be found inside the head of an individual person, it is born between people collectively searching for truth, in the process of their dialogic interaction” (Baktin, 1984: 110). Menurut penganut konstruktivisme sosial kebenaran tidak ditemukan di dalam otak, tetapi ada diantara orang-orang yang mencari kebenaran secara kolektif melalui proses dialog. Dengan kata lain pengetahuan itu tidak terletak di dalam kepala seseorang tetapi hasil kompromi banyak orang yang bersama-sama mencari kesepakatan untuk suatu hal.
Menurut Australia's National Training Framework (NTF), competency-based assessment didefinisikan; whether a person has the skills, knowledge and experience required to perform specific tasks in the workplace, or to gain credrt towards a vocational education and training qualiflcation or course. Assessment is based on industry determined competency standards. Sedangkan menurut Cumming & Maxwell (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penilaian di pendidikan kejuruan meliputi: (1) a strong curriculum base influencing assessment, (2) the incorporation of school-based assessment in all certification, (3) preference for standards-referenced assessment, ril respect for teacher judgement, (5) increasing vocational educatiin' delivery within schooling, (6) multiple pathways to future study and careers, (7) school-based assessment in the compulsory years of schooling, (8) moves towards outcomes-based frameworks, (9) issues relating to national benchmark data, and (10) equity issues. Gonczi (1998) metode penilaian berbasis kompetensi antara lain ; (1) pencil and paper test, (2) multiple choice test, (3) written response test, (4) oral assessment, (5) performance assessment, (6) work-based assessment. 
Karakteristik kurikulum yang menerapkan pendekatan berbasis kompetensi (competency-based) baik dalam perancangan dan penyusunan maupun dalam pelaksanannya di lapangan, memiliki konsekuensi pada sistem penilaian yang digunakan. Terhadap kurikulum dan penyelenggaraan pembelajaran yang berbasis kompetensi, maka sistem penilaian hasil belajar yang digunakan pun harus model penilaian yang berbasis kompetensi atau dikenal sebagai competency-based assessment (CBA).
Sistem standarisasi kompetensi dan sertifikasi merupakan suatu alur dan atau mekanisme kerja dari berbagai komponen terkait yang terencana, terpadu, serasi, untuk menjamin bahwa kompetensi yang dihasilkan terstandar dan diakui oleh dunia kerja baik nasional maupun internasional. Mekanisme itu meliputi perumusan standar, penetapan standar, pengujian dan sertifikasi, akreditasi, pembinaan dan pengawasan standar kompetensi, serta kerjasama dan informasi. Dalam bagian ini hanya akan dituliskan proses sertifikasi dan akreditasi.

METODE PENELITIAN
	Penelitian ini menggunakan presedur pengembangan (Research and Development). Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang komplek, karena melibatkan berbagai metode dan jenis penelitian. Richey dan Klein (2007:41) menyatakan bahwa “because so many methods are typically used, design and development research tends to be complex. Often the methods used span both qualitative and quantitative strategies”. Karena kerumitan dan kekomplekan permasalahan dan kegiatan dalam penelitian pengembangan maka digunakan pendekatan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. 
Lokasi dan Subjek Penelitian
	Penelitian Payung untuk tahap II untuk mengamati praksis pembelajaran berbasis kompetensi di SMK dan dilakukan di SMK Negeri Pandak. SMKN Pandak Bantul adalah SMK dengan spektrum produksi pertanian sebagai representasi kelompok keahlian pertanian. Sedangkan penelitian mahasiswa dilakukan di Malang, Semarang, dan Jakarta. 
Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan untuk penelitian pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi digunakan teknik wawancara dengan bantuan pedoman wawancara dan observasi. Secara umum, ketiga teknik tersebut (angket, observasi dan dokumentasi) digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi.
Instrumen pengumpulan data digunakan: (a) angket, (b) check list untuk observasi. Untuk melengkapi data dan untuk mengungkap data yang bersifat kualitatif menggunakan wawancara.
Desain Penelitian
Model konseptual yang dihasilkan pada penelitian tahap I, kemudian perlu mendapatkan validasi para ahli dan praktisi melalui focus group discussion (FGD) untuk mendapatkan kesepakatan para ahli.

Teknik Analisis Data
Pada tahap validasi model, pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif dalam bentuk sajian data; demikian juga dalam ukuran keterterapan model (applicability) dan dampak penerapan model dianalisis secara deskriptif  kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian pada tahap ini, akan dimulai dari penelitian terkait dengan penelitian Model Hipotetik Pendidikan Berbasis Kompetensi bidang Vokasi, dan penelitian lain yang merupakan rangkaian kegiatan lain dalam bentuk penelitian sub model. 

MODEL HIPOTETIK PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI BIDANG VOKASI/KEJURUAN (PENELITIAN PAYUNG)
Model konseptual yang sudah berhasil dirumuskan pada tahun pertama kemudian divalidasi melalui Forum Group Discussion (FGD). Model hipotetik dari penelitian payung akan menjadi acuan penelitian-penelitian mahasiswa. Rambu-rambu dan ruang lingkup pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi pada bidang vokasi untuk menjadi acuan semua penelitian sub model. Ada perubahan pada aspek pembelajaran berbasis kompetensi menurut hasil penelitian payung dan penelitian mahasiswa S2 tentang Pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi di SMK seperti gambar. 
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PRAKSIS PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI PADA SMK
1. Tahap-Tahap  Pembelajaran
Tahap awal pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan pembelajaran yang berdasarkan prinsip kognitivistik genre pengolahan informasi. Termasuk dalam hal ini penggunaan audio visual dapat mempercepat proses sensor informasi. Guru menyiapkan peserta didik secara mental untuk mamaksimalkan kepekaan proses sensorinya.
2. Strategi Pembelajaran
Guru menerapkan belajar aktif dan guru mampu mengaktifkan peserta didik secara fisik maupun mental. Strategi discovery dan inquiry juga telah diimplementasi dalam tahap penguasaan kompetensi. Strategi discovery dan inquiry termasuk dalam genre teori belajar dengan prinsip konstruktivistik.
3. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran yang diimplementasikan pada pembelajaran di kelas oleh guru-guru yang menjadi subjek adalah: ceramah, diskusi, pemberian tugas, pemecahan masalah dan project work, dan presentasi. Audio visual berupa film juga digunakan oleh dua guru. Sebelum kegiatan diskusi terlebih dahulu diputarkan sebuah film yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Setelah selesai menyaksikan film, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok untuk mendiskusikan apa yang telah disaksikan peserta didik. 

MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PBK
Hasil dicapai pada tahun ke 2 adalah berupa: (a) Instrumen analisis kebituhan kompetensi yang sudah divalidasi oleh dunia industri pariwisata, (b) Instrumen analisis kebutuhan untuk pengembangan kurikulum yang sudah divalidasi oleh pakar kurikulum. Instrumen ini untuk memalidasi model konseptual menjadi model hipotetik.

MODEL UJI KOMPETENSI
Penelitian terkait dengan model uji kompetensi telah dilaksanakan di SMKN 2 Wonogiri, SMKN 2 Surakarta, SMKN 1 Adiwena Tegal, SMKN 1 Semarang, SMK St Mikael Surakarta, dan SMK Warga Surakarta, SMK Ganeshatama Boyolali, SMK BK 2 Simo Boyolali, dan SMKN 2 Surakarta. 
MODEL HIPOTETIK STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
	Sertifikasi kompetensi SMK sebagaimana dalam gambar 1 tersebut dapat juga dijelaskan bahwa sertifikasi merupakan suatu sistem dengan proses sebagai berikut: (1) BSNP menentukan standar pendidikan SMK (kurikulum, proses, isi, evaluasi dan lainnya); (2) BNSP menentukan standar kompetensi produktif siswa SMK.
Kedua lembaga tersebut menghasilkan profil lulusan SMK yang kompeten untuk bekerja di dunia usaha dan industri, bekerja mandiri (wiraswasta) dan melanjutkan studi; (3) profil lulusan SMK dijabarkan dalam kurikulum SMK yang komprehensif; (4) proses pembelajaran di SMK merupakan penjabaran dari kurikulum, makin tinggi kelasnya makin banyak praktik di dunia industri/kerja; (5) setelah belajar selama tiga tahun masa studi, siswa mengikuti ujian sekolah dan ujian nasional untuk mata pelajaran tertentu; (6) siswa yang lulus ujian mendapatkan ijasah dan yang tidak lulus UN diberi kesempatan mengikuti ujian ulang, sedangkan yang tidak lulus ujian sekolah maka siswa kembali mengulang di kelas tiga;
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Gambar 3. Sistem Standarisasi  & Sertifikasi Kompetensi


 (7) siswa yang telah lulus dapat mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP; (8) siswa yang lulus mendapatkan sertifikat kompetensi, sementara yang gagal dapat mengikuti remedial untuk mengikuti tes ulang kompetensi; dan (9) stakeholders (dunia kerja atau masyarakat) merupakan muara akhir yang bersifat sementara untuk memsuki dunia kerja, karena setelah bekerja siswa juga dapat meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan kembali ke perguruan tinggi vokasional.
Model konseptual uji kompetensi yang akan dikembangkan adalah modifikasi dalam proses standardisasi dan sertifikasi kompetensi, yaitu dengan mengintegrasikan uji kompetensi kognitif dan uji kompetensi psikomotorik pada proses standardisasi dan sertifikasi kompetensi, khususnya uji kompetensi dan sertifikasi jaringan komputer siswa, sebagaimana terlihat pada gambar 2.

[image: ]
Gambar 4  Model Hipotetik	
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dijelaskan di depan dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Kerangka dasar dari model pendidikan berbasis kompetensi pada bidang vokasi terdiri dari komponen: pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah, pendekatan pembelajaran, pendekatan penilaian pencapaian kompetensi, dan uji kompetensi dan sertidikasi.
2. Pembelajaran berbasis kompetensi pada praktiknya mengikuti tiga arus utama. Kognitivistik ada upaya penguatan pada aspek sensori dan memori; pada behavioristik pada aspek pelatihan, dan pada konstruktivistik dalam bentuk strategi discovery dan inquiry.
3. Model uji kompetensi secara konseptual sudah bisa digambarkan, yang terdiri dari beberapa substansi sebagai berikut. Komponen model terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan sistem pelaporan. Untuk komponen proses ada tiga bentuk model uji kompetensi dan sertidikasi yaitu model Prakerin dan PSG, model Proyek Tugas Akhir, dan model Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

SARAN-SARAN
1. Pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi perlu dikembangkan dengan menguji cobakan pada kontek yang lebih riil yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
2. Penelitian pembelajaran berbasis kompetensi perlu dilakukan pada subjek yang lebih luas agar dapat dilakukan transferabilitas untuk menentukan kebenaran hasil penelitian tahap II ini.
3. Model uji kompetensi dan sertifikasi yang sekarang sudah berlangsung ada beberapa bentuk. Perlu dikembangkan model uji kompetensi dan sertifikasi yang efektif dan efisien untuk membangun infra struktur pelaksaan pendidikan berbasis kompetensi pada bidang vokasi.
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